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BAB V 

 PENUTUP 
 
 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai negara hukum Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai 

ideologi dan cara berpikir serta bersikap dalam segala tindakan maka 

sudah seharusnya upaya administratif wajib dilakukan sebagai 

perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa tata usaha negara, upaya 

administratif wajib ditempuh oleh orang perseorangan atau badan hukum 

perdata terlebih dahulu sebelum penyelesaian melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara. Prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa 

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Apabila orang atau badan hukum perdata (Penggugat) mengajukan gugatan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum menempuh upaya administratif yang 

tersedia, hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima. Perlindungan hukum 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(UUAP) terhadap PNS yang diberhentikan bukan karena hukuman disiplin, 

diberikan melalui penyediaan sarana upaya administratif yang terdiri dari 

keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 

78 UUAP. Prosedur keberatan diajukan kepada pejabat yang menetapkan 
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keputusan dan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian 

(BAPEK). 

2. Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian yang timbul akibat 

penjatuhan hukuman disiplin memiliki jalur yang beraneka ragam 

berdasarkan pelanggaran disiplin yang dilakukan, jenis hukuman yang 

dijatuhkan, dan jenjang jabatan pejabat yang berwenang menghukum. 

Jalur-jalur tersebut yaitu ada yang melalui upaya Keberatan Administratif 

dan Banding Administratif. Jika yang dilaluinya hanya Keberatan, maka 

tahapan selanjutnya adalah pengajuan gugatan ke PTUN, sedangkan jika 

tahapan yang dilaluinya adalah Banding Administratif, maka gugatan 

tingkat pertama diajukan kepada PTTUN sebagai pengadilan tingkat 

pertama. Sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 

tata usaha negara yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus 

melalui syarat formal mengajukan yang diatur pada Pasal 48 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha 

negara (beschikking) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung 

digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya 

aministratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan 

terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui 

Peradilan Tata Usaha Negara. Tekait upaya Administratif yang diatur oleh UUAP 

Pihak Mahkamah Agung bertindak responsif dengan mengeluarkan Peraturaan 

Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah 

menempuh Upaya Administrasi, dalam Peraturan Tersebut upaya administrasi 
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menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau syarat formal sebelum 

mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan mencermati 

karakteristik dan ke anekaragaman penyelesaian sengketa kepegawaian 

yang timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin, maka sebaiknya sebelum 

mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat harus mempelajari 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 

peraturan disiplin PNS untuk mengetahui jalur-jalur atau tahapan 

penyelesaian sengketa yang benar, agar gugatan yang akan diajukan ke 

Peratun tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Kepastian hukum bagi 

aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum 

memberikan kepastian hukum. Ini dikarenakan belum adanya Peraturan 

Pernerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengatur mengenai upaya 

administratif dan Badan Pertimbangan ASN seperti yang diamanatkan oleh Pasal 

129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

yang menyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif 

dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dalam mekanisme penyelesaian 

sengketa ASN dapat mengalami ketidakpastian bagi aparatur negara. 

B. SARAN 

1. Perlu segera dirumuskan peraturan teknis ranah hukum kepegawaian 

mengenai prosedur pengajuan upaya administratif dengan hukum acaranya 

yang benar-benar efektif dan memiliki landasan operasional yang kuat 

sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
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Aparatur Sipil Negara yang diselaraskan dengan semangat Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah 

sebagaimana diamanatkan Pasal 129 UU ASN. 

2. kemudian diperinci lagi melalui peraturan-peraturan atau prosedur teknis di 

internal Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BAPEK. Dengan demikian, 

tercipta suatu lembaga upaya administratif yang mampu memberikan 

perlindungan hukum secara optimal kepada aparatur pemerintah/PNS dalam 

sengketa kepegawaian. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan 

Pemerintah yaitu  segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau 

peraturan yang secara teknis mengenai upaya administratif  dan Badan 

Pertimbangan ASN. 

 


